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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang

Mengingat :

NOMOR : 36 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI SURAT KEPEMILIKAN TERNAK
KABUPATEN ACEH TENGAH

D:'EHGA" RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGAH

. 4. Bahwa kepemilikan ternak baik perorangan, maupun

badan usaha, atau terjadi transaksi jusl beli atau karana
. kesepakatan lainnya adalah dilakukan panggantian nama
kepemiiikan berdasarkan  surat  sebelumnya  atag
dikeluarkan berdasarian surat kepala kampung dari asal
ternak tersebut perlu ketertipan administrasi
Bahwa setiap termak yang akan dipotong atau dibawa
keluar daersh untuk kepsrluan tertsntu  adalzh
berdrsarkan ternak milik sendiri atau badan usaha,
Bahwa setiap pengeluaran surat lkepernilikan ternak
merupakan jenis retribusi, yang perlu diatur dalam suatu
Peraturan Daerah,
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. Undang-undang Nemor 7 (Drt) Tehun 1956 tentang
Pernhentukan Daerah Otonom  Kehupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daeran Provinsi Sumatera Ulara jo.
Undang-undang Momor 4  tahun 1974  teotang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
lndang-undang Nemor 22 Tahup 1999 tentang
Pamerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 3833);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perinibangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1999 Momor 72, Tambehan Lembaran Negara Republil
Indonasia Nomor 3848},

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 1993 tentang
felaksanaan Undang-undang Nomor B .Tahun 1993
tentang Kitab Undang-undang Hukum Bcara Pidans
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
3258);

Paraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 1897 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Momor 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesie Nemor);
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. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pogawai Megeri sipi di Lingkungan
Pemerintah Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman tsta Cara Pemungutan Rebribusi
Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 175 Tahun 1987
tentang Pedoman tata Cara Pemariksaan di Bidang
Relribusi Paerah;

Keputusan Menteri Dalam Neger] Nomor 119 Tahun 1998
tantang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dasrah,
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Dengan Persetujuan
DEWAHN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKARN
Menstapkan | PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
RETRIBUST SUARAT KEPEMILIKAN TERNAK
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

b. Pemerintah adalah adafah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang

terdiri atas iKepala Daersh beserta Parangkat Dasrahnya;
Bupati adeiah Bupati Aceh Tengah;

..

d Viaki! Kepala Daerab adalah Wakil Bupati Ateh Tengah;

2. Pejabat ndalsh pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
deerah sesusi dengan pératuran perundang-undangan daerah yang
berjake,

¢ Retribusi adalah retibusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah untuk mendapatkan surat kepemilikan ternak;

4. Surat  kepemilikan  temak adalah curat yang dikeluarkan oleh

pemerintah kepada sessorang kelompol atau badan usaha sebagal
bukii permilik ternak yang bersanglkutan;
. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.

BAB IT
GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
(i} Retribusi atas pengelusran surat kepemilikan digalongkan sebagal
retribusi jasa pelayanan;
(2)  Obyek retribusi adalah pelayanan yang dilakukan atas keabsahan
kepemilikan ternak.

Pasal 3........
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Pasal 3
Subyek retribust adalah pelavaran crang perorangan, atau badan usaha
yang menggunakan jasa pelaysnan untuk meperoleh surat kepemilikan
ternak.

BAB T

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUST

Pasal 4
Sstiap temak yang dikeluarkan surat kepemilikannya yang dilengkapi
dengan nama pemilik, jenis, urnur, wama bulu, bentuk tanduk dan
signaiamen |ainnya dibayar retribusi,

Pasal 5
Pengeluaran  surat kepemilikan termak adalah berdasarkan surat
sebeiumnya atau surat lmterangm(rc:mi dari kepala kampung dari daerah
asal tarnak terssbut,

Pasal 6
Surat kepemilikan ternak mililk peternak atau badan usaha/pedagang lokal
nidak berialy untuk kelengkapan administrast ternak yang di bawa keluar
dearah oleh badan usaha/pedagang ternak antar Kabupaten/Provinsi.

Pagal 7
Pungutan dan besarnya retribusi adalah cetiap ekor fternak adalah

.

hardzsarkan jenis ternalk.
&, Dalam Kabupaten Aceh Tengah :

- Sapi, kerbau dan kuda Rp. 10.000,-/ekor
- kambing dan domba Rp.  2.500,-fekor
b, Di bawa ke luar daerah :

- Sapi, kerbau dan kuda Rp. 15.000,-feker
- Kambing dan domba Rp. 5.500,-fekor

BAR IV

KETENTUARN PIDANA
Pasal 8

{1} Wajib retribusi ysng tidak malaksanakan kewsjibannya sehingga
merugikan keuangan deerah diancam pidana kurungan paling fama
& (enam) hulan dan stau denda sshanyak-banyaknya Rp.
5.000,000,- (ima juta rupiah) dengan Hdak merampas barang
tartantu untuk daerah;

{2) Tindak pidana yang dimaksud padz ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V...
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BAR W
PENYIDIKAN

Pasal 9

Pejubat Pepawai Megeri Sipil tertentu difingkungan pemerintah

daerah di heri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan ndak pidana di bidang retibusi_daerah sabagsimana

dimaksud dalam Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 tentang

Hukem Acara Pidana;

! g penyidik sab dimaksud ayat (1) adalzh @

&, mencari, mengump dan meneliti keterangan atau
{aporan herkenaan dengan tidak pidana di bidang retrbusi deerah

agar keterangan atau lsporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas;

Meneliti, rmencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi dasvah;

Meminta keterangan dan dan bahan bukt dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi

daerah;

. Memeriksa buku-buku, catstan-catatan dan dokumen-dokumen

lain yang berkensan dengan tindak pidana dibidang retribusi

daerah;

Melakukan penggeledahan untuk  mendapat baharn  bukti

perbukuan, pencatatan  dan dokumen-dokumen  lain, serta

rnelakukan penyitaan terhadap bahan buktl tarsebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalzm rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang ratribusi deerah;

Menyuruh  berhenti atau |

ruangah atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sehsgsimana dimaksud pada huruf e);

Memotret seseorang vany berkailan dengan tindak pidans

retribusi daerah;

Memanggil orang untuk di denger kelerangannya dan diperiksa

sebagal tersangka atau seksi;

Menghentikan penyidikan |

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidarg retribusi daerah rmenurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan.

Penydikan sabagaimanadimaksud pada ayat (1) memberitahukan di

mwlal penyidikan dan menyampaikan hasii penyidikan kepada®

penunut umuim, sesual dengan ketentuan yang diatur daiam

Undang-undang Momor 8 tahun 1981 tentang Hukum Sacara Pidana,
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BAB VIT
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 10

Dengen berlakunya Peraturan Daerah inl maks semua Peraturan
Parundang-undengan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan
tengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. %

Pasal 11

Hal-hal lain yang yang belum diatur dalam Peraturan Deerah ini sepanjang
manganal tehnis pelaksanaannya akan diatur lehih {anjut oleh Keputusan
Bupati.

Pasal 12
Perstisrar Dasrah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan
Agar sefisp orang dapat mengstahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penampatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Bividangkan di Takengon
Prds tanggel @ Agustus 2001

%SFKRETAR AERAH KABUPAT EN"Q

—

Drs. IENU HADS, 7 1)
Permbina Tk, I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEM ACEH TENGAH
TAHUM 2001 NOMOR 34
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